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ABSTRAK 

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Jambi menghadapi tantangan ganda: konservasi 
lingkungan pasca deforestasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang menciptakan kesenjangan 
(gap) antara target kebijakan dengan implementasi di lapangan. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi 
implementasi HKm yang bersifat adaptif melalui analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 
(SWOT) di Desa Sungai Penoban, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian kualitatif deskriptif ini 
mengumpulkan data dari tiga Kelompok Tani Hutan (KTH), melibatkan 15 informan kunci, dan 
menggunakan triangulasi data serta analisis tematik. Hasil utama menunjukkan bahwa kekuatan (tingginya 
partisipasi dan kesadaran masyarakat) dan peluang (dukungan kebijakan dan potensi Hasil Hutan Bukan 
Kayu/HHBK) dihadapkan pada kelemahan (terbatasnya permodalan dan keterampilan) dan ancaman 
(deforestasi ilegal dan fluktuasi harga HHBK). Analisis Strengths-Opportunities (SO) dan Weakness-
Opportunities (WO) merekomendasikan fokus pada diversifikasi usaha HHBK melalui kemitraan 
pendanaan hijau, sedangkan Strengths-Threats (ST) dan Weakness-Threats (WT) menekankan perlunya 
kebijakan pengawasan adaptif berbasis partisipasi masyarakat untuk mitigasi deforestasi dan perubahan 
iklim. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah pentingnya pergeseran dari kebijakan berbasis proyek 
menjadi kebijakan kelembagaan adaptif yang memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam 
program HKm. 

Kata Kunci: analisis SWOT, Hutan Kemasyarakatan, kebijakan adaptif, pembelajaran kebijakan, sinergi 
kelembagaan 

 

STRATEGY FOR IMPLEMENTATION OF COMMUNITY FORESTRY IN SUNGAI 
PENOBAN VILLAGE, WEST TANJUNG JABUNG REGENCY, JAMBI PROVINCE 

ABSTRACT 

The Community Forest Management (HKm) program in Jambi faces a dual challenge: environmental conservation 
post-deforestation and improving community welfare, creating a gap between policy targets and on-the-ground implementation. 
This study aims to formulate an adaptive HKm implementation strategy through SWOT analysis in Sungai Penoban 
Village, West Tanjung Jabung Regency. This descriptive qualitative research collected data from three Forest Farmer 
Groups (KTH), involving 15 key informants, using data triangulation and thematic analysis. The main results indicate 
that strengths (high community participation and awareness) and opportunities (policy support and potential Non-Timber 
Forest Products/NTFPs) are counterbalanced by weaknesses (limited capital and skills) and threats (illegal deforestation 
and NTFP price fluctuations). The SO and WO analyses recommend focusing on NTFP business diversification through 
green funding partnerships, while ST and WT emphasize the need for adaptive monitoring policies based on community 
participation to mitigate deforestation and climate change. The policy implication of these findings is the importance of shifting 
from project-based policies to adaptive institutional policies that strengthen the synergy between government and the community 
in the HKm program. 

Keywords: adaptive policy, community forest management, institutional synergy, policy learning, SWOT analysis 
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PERNYATAAN KUNCI  

• Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan 
(HKm) di Desa Sungai Penoban bergantung 
pada kemampuan kelembagaan lokal untuk 
beradaptasi terhadap perubahan. Kekuatan 
utama program terletak pada tingginya 
partisipasi masyarakat dan dukungan eksternal. 

• Namun, HKm masih menghadapi kelemahan 
struktural, yaitu keterbatasan akses permodalan 
dan keterampilan teknis dalam pengolahan 
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Untuk 
menjamin keberlanjutan, analisis strategi 
merekomendasikan pembelajaran kebijakan 
(policy learning) yang fokus pada diversifikasi 
ekonomi HHBK melalui kemitraan pendanaan 
hijau dan perumusan kebijakan pengawasan 
adaptif. 

• Ancaman deforestasi ilegal, fluktuasi harga 
hasil hutan, dan perubahan iklim perlu strategi 
mitigasi yang lebih baik untuk memastikan 
keberlanjutan program HKm di masa depan.  

• Keberhasilan implementasi HKm di Desa 
Sungai Penoban sangat bergantung pada 
kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah, 
masyarakat, dan lembaga pendamping, serta 
pengelolaan yang adaptif terhadap tantangan 
yang ada. Dengan memanfaatkan kekuatan 
internal dan peluang eksternal yang ada, 
program ini berpotensi menciptakan dampak 
positif yang lebih luas bagi keberlanjutan hutan 
dan kesejahteraan masyarakat setempat. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

Rekomendasi implementasi HKm di Sungai 
Penoban sangat bergantung pada pergeseran 
paradigma kebijakan, dari sekadar alokasi izin 
menjadi fokus pada kebijakan adaptif. Implikasi 
utama adalah perlunya pemerintah daerah dan 
pusat untuk merumuskan kebijakan yang 
menjamin struktur kelembagaan fleksibel. 
Kebijakan harus mendorong kemandirian 
Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam merespons 
ancaman lokal (deforestasi ilegal dan perubahan 
iklim) tanpa menunggu instruksi vertikal (policy 
learning). Hal ini diwujudkan melalui legalitas 
penuh KTH sebagai mitra pengawas resmi. 
Keberlanjutan Ekonomi Komunitas dalam hal 
kebijakan pendanaan dan pasar harus 
diprioritaskan untuk HHBK dan ekowisata, yang 
terbukti lebih tangguh terhadap fluktuasi harga 
dan ramah lingkungan. Intervensi kebijakan harus 
bergeser dari penyediaan modal kerja konven-

sional menjadi skema pendanaan hijau (green 
financing) yang mempertimbangkan risiko ekologis. 

Mekanisme Policy Learning: Kebijakan di 
tingkat pemerintah daerah harus dirancang untuk 
secara sistematis mengumpulkan data 
keberhasilan HKm, termasuk diversifikasi HHBK 
dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan 
pembangunan sektoral berikutnya (Dinas 
Pertanian, Dinas Koperasi), memastikan sinergi 
dan efektivitas program HKm dalam jangka 
panjang. 

PENDAHULUAN 

Hutan di Indonesia memiliki peran krusial 
dalam konservasi ekologis dan kesejahteraan 
sosial, dengan luas kawasan hutan mencapai 
125,76 juta ha pada tahun 2023 (Kementerian 
Kehutanan 2025). Pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat merupakan pendekatan yang 
menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam 
menjaga hutan dan memanfaatkan sumber daya 
alam secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan di 
Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang 
dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk 
memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, 
melindungi keanekaragaman hayati, dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(Suhartati et al. 2021).  

Saat ini masih ditemukan berbagai 
pengelolaan sumber daya hutan berbasis masya-
rakat dan terbukti masih dapat menyelamatkan 
hutan dari ancaman kepunahan. Hal ini karena 
pola hubungan antara masyarakat dengan hutan 
masih dilakukan menurut kaidah lingkungan yang 
lebih mengutamakan keselarasan keseimbangan 
alami dibandingkan kepentingan ekonomi semata 
(Keraf 2005). Pemberian hak kelola kawasan 
hutan dan sumber daya alam kepada masyarakat 
dilakukan agar masyarakat dapat menerima 
manfaat untuk kebutuhan sendiri maupun 
menambah penghasilan (Paramita et al. 2017). 
Berbagai kajian kelembagaan lokal telah 
menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan 
hutan oleh masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 
kekuatan nilai dan norma yang telah mengakar dan 
diterima secara luas oleh masyarakat (Meinzen-
Dick 2007; Ostrom, 1990; Murray et al. 2006; 
Nursidah et al. 2012; Krey 2012; Ohorella et al. 
2011; Jesica et al. 2019). Pendekatan kelembagaan 
adaptif yang menggabungkan kapasitas 
pembelajaran, mekanisme pemantauan, dan 
jaringan kemitraan multipihak terbukti mening-
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katkan efektivitas pengelolaan perhutanan sosial 
(Ostrom 1990; Berkes et al. 2003; Folke 2006). 

Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem 
pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam 
kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat 
yang dikelola oleh masyarakat setempat atau 
masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. 
Perhutanan sosial diatur melalui berbagai skema 
yang memberikan hak Kelola kepada masyarakat 
(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2021). Tujuan utamanya adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga 
keseimbangan lingkungan, dan mempertahankan 
dinamika sosial budaya. Program PS kini menjadi 
kebijakan strategis dalam bidang kehutanan 
sebagai program pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan 
melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan 
kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan 
sekitar hutan (Supriyanto 2018; Akbar et al. 2025). 

Adanya permasalahan berupa perambahan 
Kawasan hutan di berbagai daerah akan 
berpengaruh terhadap pelestarian hutan dan 
timbulnya masalah tenurial sehingga segera 
memerlukan implementasi program PS secara 
tepat (Marwa et al. 2010; Nurrochmat et al. 2017). 
Program ini menempatkan masyarakat setempat 
sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan 
lestari. Target penetapan alokasi lahan perhutanan 
sosial oleh pemerintah seluas 12,7 juta ha, 
meskipun setelah 10 tahun target tersebut belum 
tercapai. Berdasarkan Siaran Pers Nomor 
SP.124/HUMAS/PPIP/HMS.3/6/2024 pada 20 
Juni 2024, capaian program perhutanan sosial 
pada Mei 2024 mencapai 7,08 juta ha (Syahrony 
2024). 

Provinsi Jambi memiliki luasan hutan yang 
signifikan (1.335.000 ha) dan menjadi wilayah 
kunci implementasi PS (Supriatno 2021). Namun, 
wilayah ini sering menghadapi tantangan serius, 
seperti kebakaran hutan dan deforestasi ilegal 
(Kaswanto dan Nakagoshi 2014; Dewi 2018), 
yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Desa 
Sungai Penoban menjadi contoh kasus yang 
relevan, di mana pasca-kebakaran hutan 2015, 
masyarakat menginisiasi HKm dan memperoleh 
izin resmi pada tahun 2018. Inisiatif ini 
merupakan upaya nyata untuk beralih dari 
eksploitasi ke pengelolaan berbasis masyarakat. 

Meskipun inisiatif HKm telah berjalan, 
terjadi kesenjangan penelitian (research gap) antara 
implementasi kebijakan yang bersifat top-down 

dengan kebutuhan nyata di tingkat tapak yang 
bersifat dinamis. Kebijakan HKm sering kali 
berfokus pada perizinan, namun kurang 
menyentuh aspek kebijakan adaptif dan 
pembelajaran kebijakan yang memungkinkan 
masyarakat merespons ancaman eksternal seperti 
perubahan iklim, deforestasi, dan fluktuasi harga 
pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
menganalisis strategi implementasi program 
HKm di Desa Sungai Penoban. Pendekatan 
Analisis SWOT dipilih karena relevan sebagai 
justifikasi akademik dalam studi kebijakan untuk 
mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis 
faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 
faktor eksternal (peluang dan ancaman) sebagai 
dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang 
ringkas dan berbasis bukti. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan 
komprehensif mengenai sinergi antara aspek 
kelembagaan, ekonomi, dan ekologi, serta 
merekomendasikan strategi kebijakan adaptif 
untuk menjamin keberlanjutan program HKm. 

SITUASI TERKINI 

Program HKm di Desa Sungai Penoban, 
merupakan inisiatif penting yang dimulai pasca 
kebakaran hutan yang melanda kawasan tersebut 
pada tahun 2015. Masyarakat Desa Sungai 
Penoban, yang sebelumnya bergantung pada 
eksploitasi hutan secara tidak berkelanjutan, kini 
berusaha untuk beralih ke pengelolaan hutan 
berbasis masyarakat guna memastikan 
keberlanjutan ekosistem hutan dan peningkatan 
kesejahteraan ekonomi. Sejak memperoleh izin 
pengelolaan HKm Kementerian Kehutanan pada 
tahun 2018, program ini telah melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah 
daerah, masyarakat, dan sektor swasta. 

Namun, meskipun sudah ada kemajuan, 
program HKm masih menghadapi berbagai 
tantangan. Ketergantungan masyarakat terhadap 
sumber pendapatan dari hasil hutan yang rentan 
terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim 
tetap menjadi masalah utama. Di sisi lain, 
keberhasilan program ini didorong oleh partisipasi 
aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dan 
kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya 
pelestarian lingkungan. Program ini juga 
mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah 
yang membuka peluang untuk pengembangan 
produk HHBK dan pendanaan hijau, yang 
diharapkan dapat meningkatkan ketahanan 
ekonomi masyarakat setempat. 
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Secara keseluruhan, meskipun ada 
tantangan signifikan, program HKm Desa Sungai 
Penoban menunjukkan potensi besar untuk 
berkontribusi pada keberlanjutan pengelolaan 
hutan, dengan menyeimbangkan aspek sosial, 
ekonomi, dan ekologi. Oleh karena itu, analisis 
lebih lanjut faktor-faktor internal dan eksternal 
yang mempengaruhi keberlanjutan program 
sangat penting untuk merumuskan strategi lebih 
efektif dalam mengoptimalkan potensi yang ada.  

METODE PENELITIAN 

Kajian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus 
tunggal yang difokuskan pada implementasi 
program HKm. Pendekatan ini dipilih untuk 
memahami secara mendalam konteks teknis, 
sosial, dan kelembagaan yang terkait dengan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta 
keterkaitannya dengan keberlanjutan lingkungan 
dan ekonomi lokal. Menggunakan pendekatan 
analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor 
internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor 
eksternal (peluang dan ancaman) dalam 
pelaksanaan program HKm. Pengumpulan data 
dilakukan melalui studi literatur, wawancara 
mendalam dengan Stakeholder kunci yang terlibat 
dalam program PS di Desa Sungai Penoban, serta 
observasi partisipatif terhadap kegiatan 
pengelolaan hutan yang berlangsung. Data yang 
diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan 
menggunakan analisis tematik hasil wawancara 
dan observasi, serta analisis SWOT untuk 
mengevaluasi keberlanjutan program HKm. 

Analisis tematik merupakan salah satu 
metode yang paling banyak digunakan dalam 
penelitian kualitatif, karena memberikan 
pendekatan yang terstruktur dan fleksibel untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan 
pola-pola yang ditemukan dalam data (Ahmed et 
al. 2025). Selain itu, pendekatan triangulasi data 
digunakan untuk meningkatkan validitas hasil 
analisis, dengan membandingkan temuan yang 
diperoleh dari berbagai sumber data, seperti 
wawancara, observasi, dan kajian literatur 
(Nurfajriani et al. 2024). Hasil dari analisis ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran 
komprehensif mengenai potensi dan tantangan 
dalam implementasi HKm, serta memberikan 
rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung 
keberlanjutan program ini di masa depan. 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan Maret hingga bulan Mei 2025. Lokasi 
kegiatan penelitian ini berada di Desa Sungai 
Penoban Kecamatan Batang Asam, Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang secara 
legal dapat mengakses kawasan hutan dalam 
program perhutanan sosial dengan skema HKm 
sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 
Kemasyarakatan (IUPHKm) yang telah di terima 
pada 3 KTH yaitu KTH Mahau Lestari, KTH 
Penoban Lestari dan KTH Hulu Lumahan Lestari 
untuk menganalisis implementasi program 
Perhutanan Sosial. Gambar 1 menunjukkan areal 
Izin Usaha Pemanfaatan HKm di Desa Sungai 
Penoban yang menjadi lokasi penelitian. 
  

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian
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ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/ 
PENANGANAN 

Implementasi Program Hkm di Desa Sungai 
Penoban, Tanjung Jabung Barat, Provinsi 
Jambi 

Implementasi program HKm di Desa 
Sungai Penoban, Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat, Provinsi Jambi, bertujuan untuk mengatasi 
tantangan lingkungan dan sosial-ekonomi melalui 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Analisis 
SWOT terhadap program ini mengidentifikasi 
faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
keberlanjutan program. Kekuatan internal utama 
termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang 
tinggi terkait dengan pelestarian lingkungan dan 
partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan, yang 
menjadi kunci keberhasilan program. Keberadaan 
modal sosial sebagai aset penghidupan masya-
rakat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, 
partisipasi anggota kelompok, dan jaringan sosial 
(Hamzah et al. 2016; Ibisono dan Kartodihardjo 
2019; Firnawati et al. 2021; Nurysyifa dan 
Kaswanto 2021; Inama et al. 2024). Namun, 
tantangan besar juga dihadapi, seperti 
ketergantungan pada sumber daya hutan, akses 
permodalan yang terbatas, dan rendahnya 
keterampilan pengolahan hasil hutan. Secara 
eksternal, peluang yang ada, seperti dukungan 
pemerintah dan potensi pengembangan produk 
HHBK, memberikan peluang untuk memperkuat 
keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ancaman 
seperti deforestasi ilegal, perubahan iklim, dan 
fluktuasi harga hasil hutan tetap menjadi masalah 
yang perlu dihadapi. 

Analisis SWOT 
Analisis SWOT terdiri dari faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal mencakup kekuatan 
(strength) dan kelemahan (weakness), sementara 
faktor eksternal mencakup peluang (opportunity) 
dan ancaman (threat). Faktor-faktor ini 
memberikan dampak positif dari kekuatan dan 
peluang, serta dampak negatif dari kelemahan dan 
ancaman. Dalam penelitian ini, penentuan bobot 
dan rating dilakukan untuk menganalisis faktor-
faktor internal yang memengaruhi keberhasilan 
implementasi HKm di Desa Sungai Penoban 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bobot 
mencerminkan tingkat kepentingan setiap faktor 
terhadap keberlanjutan program, yang diberikan 
pada skala 0 hingga 1 dengan total bobot 
keseluruhan berjumlah 1.  

Rating digunakan untuk mengukur sejauh 
mana faktor tersebut dirasakan di lapangan 
dengan skala 1 hingga 4. Penilaian ini diperoleh 
melalui observasi lapangan dan wawancara 
dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. 
Skor kemudian dihitung dengan mengalikan 
bobot dengan rating, yang selanjutnya 
dijumlahkan untuk memperoleh subtotal 
kekuatan dan kelemahan. Dari hasil perhitungan, 
kekuatan memperoleh skor subtotal sebesar 1,46, 
sementara kelemahan memperoleh skor subtotal 
sebesar 0,74. Selisih sebesar 0,72 menunjukkan 
bahwa faktor kekuatan lebih dominan 
dibandingkan kelemahan, sehingga secara 
internal, program HKm di Desa Sungai Penoban 
memiliki beberapa potensi besar yang mendukung 
keberlanjutan (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) pengembangan pengelolaan HKm 

No. Faktor Internal Rating Bobot Skor 

Kekuatan (Strengths) 

1 
Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan 
meningkat 

3,00 0,18 0,54 

2 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan tinggi 3,00 0,13 0,39 
3 Kesejahteraan ekonomi rumah tangga meningkat 2,80 0,09 0,25 

4 
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat mendukung 
keberlanjutan ekosistem 

2,80 0,10 0,28 

Sub Total 1,46 

Kelemahan (Weakness) 

1 Akses permodalan dan kredit usaha masih terbatas 1,43 0,17 0,24 
2 Keterampilan pengolahan hasil hutan rendah 2,43 0,11 0,27 

3 
Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap eksploitasi 
hutan masih ada 

1,71 0,12 0,20 

4 Kapasitas kelembagaan lokal belum merata 1,43 0,10 0,14 

Sub Total 0,85 

Total 1,00 (Selisih=0,61) 
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Analisis SWOT yang mengacu pada 
Rangkuti (1997) menunjukkan bahwa faktor 
internal dengan skor tertinggi pada kategori 
kekuatan adalah “Kesadaran masyarakat terhadap 
kelestarian lingkungan meningkat” dengan skor 
0,54. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman 
masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan 
menjadi modal utama dalam pengelolaan HKm 
yang berkelanjutan. Di sisi lain, faktor dengan skor 
terendah adalah “Ketergantungan sebagian 
masyarakat terhadap eksploitasi hutan yang tidak 
berkelanjutan” dengan skor 0,09, yang meskipun 
nilainya kecil, tetap berperan penting dalam 
menentukan arah pengelolaan hutan ke depan. 

Untuk kelemahan, faktor dengan skor 
tertinggi adalah “Akses permodalan dan kredit 
usaha masih terbatas” dengan skor 0,24. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses 
terhadap pembiayaan menjadi hambatan utama 
dalam mengembangkan usaha berbasis hasil hutan 

yang berkelanjutan. Sementara itu, faktor 
“Kapasitas kelembagaan lokal yang belum 
merata” memperoleh skor terendah yaitu 0,14, 
yang berarti meskipun menjadi kendala, 
dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan 
dengan akses permodalan dan ketergantungan 
pada eksploitasi yang merusak hutan. 

Secara keseluruhan, hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa pengelolaan HKm di Desa 
Sungai Penoban berada dalam kondisi yang cukup 
kuat, dengan kesadaran masyarakat dan partisipasi 
aktif sebagai kekuatan utama. Namun, akses 
permodalan dan ketergantungan pada eksploitasi 
tidak berkelanjutan masih menjadi tantangan. 
Oleh karena itu, strategi pengelolaan perlu 
difokuskan pada peningkatan kapasitas 
kelembagaan, akses permodalan, dan diversifikasi 
usaha berbasis hutan untuk menjamin 
keberlanjutan program HKm di masa depan. 

 

Tabel 2. Matriks External Factor Evaluation (EFE) pengembangan pengelolaan HKm 

No. Faktor Eksternal Rating Bobot Skor 

Peluang (Opportunities) 

1 
Dukungan pemerintah terhadap program 
HKm meningkat 

1,86 0,17 0,32 

2 Peluang usaha berbasis HHBK terbuka luas 1,86 0,12 0,22 

3 
Program rehabilitasi dan reforestasi 
menjadi agenda prioritas nasional 

2,43 0,09 0,22 

4 
Kesadaran global terhadap mitigasi 
perubahan iklim membuka peluang 
pendanaan hijau 

2,57 0,12 0,31 

Sub Total 1,07 

Ancaman (Threats) 

1 
Ancaman deforestasi akibat aktivitas ilegal 
dan ekspansi lahan 

1,71 0,17 0,29 

2 Perubahan iklim dan bencana lingkungan 
(banjir, longsor) 

2,14 0,12 0,26 

3 
Fluktuasi harga hasil hutan di pasar lokal 
dan global 

1,43 0,11 0,16 

4 
Kurangnya regenerasi pengelola muda 
dalam kegiatan HKm 

1,71 0,10 0,17 

Sub Total 0,71 

Total 1,00 (Selisih=0,19) 

Menurut Rangkuti (1997), dalam analisis 
faktor eksternal, peluang terbesar dalam 
pengelolaan HKm di Desa Sungai Penoban 
terdapat pada faktor "Dukungan pemerintah 
terhadap program HKm meningkat", yang 
memiliki bobot 0,17, rating 1,86, dan skor 0,32 
(Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan 
pemerintah berperan signifikan dalam 
memperkuat pengelolaan hutan dan memberikan 
akses kepada masyarakat untuk memperoleh 

sumber daya dan pelatihan yang dibutuhkan untuk 
menjaga keberlanjutan hutan. Selain itu, peluang 
"Kesadaran global terhadap mitigasi perubahan 
iklim membuka peluang pendanaan hijau" dengan 
skor 0,31 dan bobot 0,12 juga memberikan 
prospek besar, mengingat semakin tingginya 
perhatian terhadap pelestarian lingkungan global 
yang dapat mengarah pada peningkatan 
pendanaan bagi kegiatan konservasi hutan.  
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Sebaliknya, untuk ancaman, faktor 
"Perubahan iklim dan bencana lingkungan (banjir, 
longsor)" dengan bobot 0,12, rating 2,14, dan skor 
0,26 menjadi ancaman paling signifikan. Hal ini 
karena perubahan iklim yang tidak menentu, dapat 
memengaruhi keseimbangan ekosistem hutan, 
menghambat pertumbuhan vegetasi, dan 
meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. 
Sementara itu, faktor "Ancaman deforestasi akibat 
aktivitas ilegal dan ekspansi lahan" dengan skor 
0,12 juga menjadi ancaman besar, karena aktivitas 
ilegal, seperti penebangan hutan liar dan 
pembukaan lahan untuk pertanian, dapat merusak 
ekosistem hutan dan mengurangi keberlanjutan 
pengelolaan hutan (Afrianti et al. 2024).  

Ancaman lain, seperti "Kurangnya 
regenerasi pengelola muda dalam kegiatan Hutan 
Kemasyarakatan" (skor 0,17), juga perlu 
diperhatikan, mengingat ketergantungan pada 
generasi yang lebih tua dalam pengelolaan hutan 
dapat membatasi inovasi dan kesinambungan 
pengelolaan hutan di masa depan. Berdasarkan 
hasil analisis External Factor Evaluation (EFE) yang 
dilakukan, terlihat bahwa peluang eksternal 
dengan subtotal skor 1,07 lebih besar daripada 
ancaman eksternal dengan subtotal skor 0,71, 
sehingga terdapat selisih sebesar 0,36. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa pengelolaan HKm di Desa 
Sungai Penoban masih berada pada posisi yang 
relatif menguntungkan dalam matriks SWOT 
(Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Posisi strategi dalam pengembangan 
pengelolaan HKm 

Gambar 2 menunjukkan posisi strategi 
dalam pengelolaan HKm di Desa Sungai Penoban 

dalam Matriks SWOT. Posisi strategi ini berada 
pada strategi agresif (kuadran I: Strengths-
Opportunities), yang mencerminkan bahwa HKm 
memiliki kekuatan internal yang cukup besar, 
seperti partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran 
lingkungan, serta peluang eksternal yang 
menguntungkan, seperti dukungan pemerintah 
dan kesadaran global terhadap mitigasi perubahan 
iklim. Hal ini menunjukkan bahwa program ini 
berada dalam posisi yang relatif menguntungkan, 
dengan potensi untuk memaksimalkan keber-
lanjutan dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

Meskipun demikian, masih terdapat 
tantangan, seperti ancaman deforestasi akibat 
aktivitas ilegal dan perubahan iklim. Oleh karena 
itu, langkah strategis yang diperlukan adalah 
memanfaatkan kekuatan yang ada dan peluang 
eksternal untuk menjaga keberlanjutan. Strategi 
agresif ini menyarankan bahwa HKm di Desa 
Sungai Penoban perlu memperkuat kapasitas 
kelembagaan lokal, meningkatkan pengawasan 
terhadap aktivitas ilegal, serta mengembangkan 
alternatif sumber pendapatan berbasis HHBK. 
Selain itu, penting juga untuk mengembangkan 
kerja sama dengan lembaga internasional dan 
pemerintah untuk pendanaan hijau, serta 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
konservasi untuk mengurangi dampak perubahan 
iklim. Dengan strategi ini, program HKm di Desa 
Sungai Penoban dapat terus berkembang, 
meskipun menghadapi tantangan baik internal 
maupun eksternal. 

Alternatif Solusi Strategis 
Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah 

dijabarkan sebelumnya, untuk merumuskan 
strategi pengelolaan yang lebih efektif untuk 
keberlanjutan program HKm di Desa Sungai 
Penoban. Strategi-strategi yang disusun terdiri 
dari: Strengths-Opportunities Strategy (SO Strategy) 
untuk memaksimalkan kekuatan yang ada dan 
memanfaatkan peluang, Strengths-Threats Strategy 
(ST Strategy) untuk mengatasi ancaman dengan 
memanfaatkan kekuatan yang ada, Weakness-
Opportunities Strategy (WO Strategy) untuk 
mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan 
peluang, dan Weakness-Threats Strategy (WT 
Strategy) untuk mengurangi kelemahan dan 
menghindari risiko. Rekomendasi kebijakan tersaji 
pada Tabel 3. 

 

 

 

T 
(0,–2) 

Kuadran III 

Turn Around Strategy 

(2,0) 

Kuadran II 

Diversification Strategy 
Kuadran IV 

Defensive Strategy 
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X = 0,61; Y = 0,19 

 



Strategi Implementasi Hutan Kemasyarakatan di Desa Sungai Penoban  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi 

268 

Tabel 3 Rekomendasi Kebijakan 

Fokus Rekomendasi Bukti Kunci (SWOT) Tindak Lanjut Kebijakan (Adaptif) 

1. Penguatan 
kelembagaan lokal 
adaptif 

Kekuatan (S): Kesadaran tinggi 
masyarakat.  
Ancaman (T): Deforestasi ilegal 
dan perubahan iklim. 

Pemerintah Daerah (Pemda) harus 
melegitimasi dan memperkuat peran 
Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam 
pengawasan hutan dan mitigasi dampak iklim. 
Kebijakan ini harus fleksibel (adaptive) dan 
mengizinkan modifikasi aturan lokal (Perdes) 
secara berkala. 

2. Kebijakan diversifikasi 
ekonomi HHBK 

Kelemahan (W): Ketergantungan 
pendapatan pada hasil hutan 
rentan fluktuasi.  
Peluang (O): Potensi 
pengembangan HHBK. 

Mendorong Kebijakan Off-Farm Activities dan 
hilirisasi HHBK. Pemda harus menyediakan 
pendampingan teknis dan modal awal (bukan 
pinjaman) untuk Kelompok Usaha Perhutanan 
Sosial (KUPS) dalam pengolahan dan 
pemasaran HHBK, mengurangi risiko fluktuasi 
harga. 

3. Sinkronisasi program 
antar-sektor 

Peluang (O): Dukungan kebijakan 
pemerintah.  
Kelemahan (W): Keterbatasan 
modal dan teknologi. 

Menciptakan kebijakan sinergi multi-pihak di 
tingkat Kabupaten untuk menyinkronkan 
program pelatihan dan permodalan. HKm 
harus dilihat sebagai mata rantai dari kebijakan 
pengembangan desa secara holistik, bukan 
sekadar program kehutanan. 

Dalam mengembangkan strategi yang 
efektif untuk pengelolaan HKm di Desa Sungai 
Penoban, berdasarkan analisis SWOT, yaitu 
Strategi S-O. Strategi S-O berfokus pada 
pemanfaatan kekuatan internal yang dimiliki oleh 
program, seperti kesadaran masyarakat terhadap 
kelestarian lingkungan (S1), partisipasi aktif 
masyarakat dalam pengelolaan hutan (S2), 
kesejahteraan ekonomi rumah tangga yang 
meningkat (S3), dan pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat (S4) untuk memanfaatkan peluang 
eksternal, seperti dukungan pemerintah terhadap 
program HKm (O1), peluang usaha berbasis 
HHBK (O2), program rehabilitasi dan reforestasi 
(O3), serta kesadaran global terhadap mitigasi 
perubahan iklim yang membuka peluang 
pendanaan hijau (O4). 

Rencana program pengelolaan perlu 
difokuskan pada pemanfaatan kekuatan internal 
dan peluang eksternal yang ada untuk memperkuat 
keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan kondisi 
wilayah yang memiliki kekuatan internal yang 
cukup besar, seperti partisipasi aktif masyarakat 
dalam pengelolaan hutan dan kesadaran 
lingkungan yang tinggi, serta peluang eksternal, 
seperti dukungan pemerintah terhadap program 
Hutan Kemasyarakatan dan kesadaran global 
terhadap mitigasi perubahan iklim yang membuka 
peluang pendanaan hijau. 

Fokus utama program diarahkan pada 
penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dengan 

memperkuat peran kelompok tani hutan dalam 
pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, 
program ini mendorong adopsi teknologi ramah 
lingkungan dalam pengolahan HHBK, yang tidak 
hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi 
juga menjaga kelestarian ekosistem hutan. 
Mengembangkan usaha berbasis HHBK, seperti 
ekowisata dan produk olahan hutan, akan 
menciptakan peluang ekonomi yang lebih 
berkelanjutan bagi masyarakat. 

Program pertama, yaitu penguatan kapasitas 
kelembagaan lokal, berfokus pada peningkatan 
kemampuan kelompok tani hutan dan lembaga 
penyuluhan untuk mengelola hutan secara 
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian 
oleh Supriatno (2021), yang menyatakan bahwa 
penguatan kelembagaan lokal berperan penting 
dalam menciptakan sistem pengelolaan hutan yang 
efektif dan berkelanjutan. Program kedua, 
pengembangan usaha berbasis HHBK, bertujuan 
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa 
merusak ekosistem hutan. Penelitian Mardiana dan 
Fauzi (2018) juga menunjukkan bahwa 
diversifikasi usaha berbasis HHBK, seperti 
ekowisata dan produk olahan hutan, dapat 
meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan 
mengurangi ketergantungan mereka pada 
eksploitasi yang tidak berkelanjutan.  

Salah satu strategi utama adalah peningkatan 
kapasitas pengelola hutan melalui penyuluhan 
intensif tentang teknik pengelolaan hutan 
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berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem 
hutan meskipun menghadapi tantangan eksternal 
seperti perubahan iklim dan deforestasi ilegal (S1, 
S2, O3, O4). Strategi lainnya adalah penguatan 
peran kelembagaan lokal dan lembaga penyuluhan 
untuk membantu masyarakat agar tetap dapat 
memanfaatkan peluang pendanaan hijau dan 
dukungan kebijakan pemerintah (S3, O1, O2). 
Selain itu, pemanfaatan kelompok tani hutan untuk 
mengadopsi teknologi pengolahan HHBK yang 
ramah lingkungan dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat sambil menjaga kelestarian 
ekosistem (S4, O2). 
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